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ATURAN JHT PERLU DITINJAU ULANG

Uang Pekerja, Bukan dari APBN

"Aturan tersebut cacat logika dan

tidak adil sehingga tidak heran jika

menimbulkan kegaduhan," Aliyah

Mustika dalam keterangannya di

Jakarta, Minggu (20/2).

Menurutnya, aturan yang menye-

butkan bahwa manfaat JHT di

BPJS Ketenagakerjaan baru bisa

diambil saat pekerja memasuki

pensiun atau di usia 56 tahun,

merupakan kebijakan tidak tepat.

Diingatkan bahwa anggaran JHT

bukan berasal dari APBN namun

diambil dari langsung dari uang

pekerja.

"Bagaimana bisa Pemerintah

melalui Kemenaker melarang

pekerja atau peserta JHT untuk

mengambil uangnya? Anggaran

JHT bukan dari APBN, itu diambil

langsung dari uang pekerja,"

ujarnya.

Karena itu Aliyah Mustika Ilham

menilai secara logika JHT meru-

pakan milik pekerja, sehingga ten-

tu saja hal itu sangat berguna bagi

pekerja yang selama ini menjadi pe-

serta BPJS Ketenagakerjaan saat

terkena PHK atau berhenti karena

sebab lain sebelum berusia 56

tahun.

Aliyah menjelaskan, jika seseo-

rang berhenti atau diberhentikan

kerja dan berhak atas JHT sebelum

usia 56 tahun, maka yang bersang-

kutan memiliki kesempatan yang

cukup untuk memanfaatkan usia

produktifnya. 

"Jadi seharusnya JHT memang

dapat dimanfaatkan oleh pekerja

dalam keadaan mendesak. Tidak

semua orang kalau kehilangan pe-

kerjaan itu punya tabungan yang

cukup, apalagi saat pandemi seper-

ti sekarang, semua serba tidak

pasti," katanya.

Ia menjelaskan, Fraksi Partai

Demokrat berpandangan, para

pekerja adalah pihak paling dirugi-

kan dengan Permenaker yang an-

tara lain mengatur soal pengam-

bilan JHT. (Ant)-f

BANYAK PASIEN PILIH ISOLASI MANDIRI

Pemda DIY Siap Aktifkan Satgas Isoman
YOGYA (KR) - Banyaknya pasien

Covid-19 di DIY yang memilih untuk

melakukan isolasi mandiri (isoman)

di rumah, perlu disertai pemantauan

secara ketat untuk memastikan kon-

disi pasien benar-benar baik. Untuk

itu, Pemda DIY membuka opsi meng-

aktifkan kembali Satgas Isoman

yang bertugas memantau dan meru-

juk pasien ke tempat isolasi terpusat

(isoter).

"Mayoritas pasien yang terpapar

Covid-19 memilih untuk melakukan

isolasi secara mandiri di rumah.

Meski menjalani isoman harus dipas-

tikan mereka bisa mendapatkan

layanan secara baik, khususnya ter-

kait layanan kesehatan. Untuk itu ji-

ka nanti memang diperlukan ada

petugas untuk menjemput dan mem-

beri layanan di rumah. Keberadaan

Satgas Isoman bisa saja diaktifkan

kembali," kata Sekda DIY K Baskara

Aji, Minggu (20/2).

Baskara Aji mengatakan, salah

satu pertimbangan pasien untuk me-

lakukan isoman karena mayoritas

dari mereka adalah orang tanpa ge-

jala (OTG). Selain itu gejala yang di-

rasakan masih tergolong ringan, se-

hingga tidak membutuhkan peng-

awasan di rumah sakit. Meski begitu,

pengawasan terhadap mereka harus

selalu dilakukan secara rutin.

Saat ini pengawasan masih dilaku-

kan Dinas Kesehatan dan Puskes-

mas. Tapi kalau jumlah kasus terus

meningkat, keberadaan Satgas Iso-

man menjadi penting. "Melihat kon-

disi sekarang, selain memperketat

penegakan prokes, bagi kelompok

rentan seperti lansia atau mereka

yang memiliki komorbid dan terpa-

par Covid-19 sebaiknya masuk ke

shelter isolasi untuk mencegah ter-

jadinya hal-hal tidak diinginkan pa-

da pasien isoman," ujarnya.

Menurut Kabag Humas Biro

Umum, Humas dan Protokol (UHP)

Setda DIY Ditya Nanaryo Aji, kasus

konfirmasi positif harian Covid-19 di

DIY bertambah 1.807 kasus menjadi

total 173.533 kasus pada Minggu

(20/2). Untuk pasien sembuh bertam-

bah 403 menjadi 153.498 kasus dan

pasien meninggal bertambah empat

menjadi 5.311 kasus.

Secara nasional, sebanyak 140,30

juta penduduk Indonesia telah mene-

rima vaksin lengkap. Satgas Pena-

nganan Covid-19 melaporkan, jum-

lah penerima vaksin dosis pertama

pada Minggu (20/2) tercatat 113.219

jiwa. Dengan tambahan tersebut,

maka jumlah penerima vaksinasi do-

sis pertama menjadi 189.646.917 ji-

wa. Untuk vaksinasi dosis ketiga

bertambah 129.990 jiwa menjadi

8.456.612 orang. Pemerintah beren-

cana memvaksinasi sebanyak

208.265.720 orang.

Dengan demikian suntikan dosis

pertama  sudah diberikan pada 91,06

persen dari total 208.265.720 warga

sasaran. Sementara warga yang su-

dah selesai menjalani vaksinasi dosis

kedua meliputi 67,36 persen dari to-

tal sasaran. (Ria/Ira/Ati)-f

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah
Mustika Ilham meminta Pemerintah meninjau ulang
Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2
Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemba-
yaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Penting, Ekosistem Digital Ramah Anak
JAKARTA (KR) - Menteri Pember-

dayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darma-

wati menegaskan pentingnya para pe-

mangku kepentingan membangun ekosis-

tem digital yang ramah anak.

Hal itu dilatarbelakangi banyaknya ke-

jahatan berbasis daring (online) yang me-

nyerang anak-anak, sehingga membuat

anak-anak menjadi kelompok rentan di

dunia maya.

"Anak-anak saat ini masih menjadi ke-

lompok rentan, mengingat banyaknya

risiko kekerasan termasuk di ranah siber.

Berkembangnya teknologi digital ini di-

manfaatkan pihak-pihak tidak bertang-

gung jawab akan adiksi internet, porno-

grafi, hingga eksploitasi dan kekerasan

berbasis online," kata Menteri PPPA da-

lam webinar di Jakarta, Minggu (20/2).

Bintang mengatakan, berdasarkan data

Kementerian PPPA pada 2021, terdapat

setidaknya 345 anak menjadi korban

pornografi berbasis daring dan kejahatan

siber (cybercrime). Tercatat 19 anak men-

jadi pelaku pornografi berbasis daring.

"Kejahatan-kejahatan seksual berbasis

online seperti child grooming, pornografi,

cyberbullying, hingga eksploitasi anak

menjadi warning kita untuk bersama-sa-

ma melindungi diri di dunia digital, de-

ngan membangun ekosistem digital yang

ramah anak," katanya.

"Dengan bergandengan tangan seluruh

pemangku kepentingan yang sportif dan

ramah anak, dapat mendorong Indonesia

Layak Anak di 2030 dan Indonesia Emas

di 2045. Anak-anak adalah pelopor dan

pelapor, ujung tombak perjuangan peng-

aduan kekerasan," tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian PPPA secara

umum melakukan beberapa upaya dan

perencanaan yang berkualitas untuk me-

nurunkan angka kekerasan terhadap pe-

rempuan dan anak, serta meningkatkan

capaian pembangunan perlindungan

anak. Salah satunya menyediakan ap-

likasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi

Online Perlindungan Perempuan dan

Anak). SIMFONI PPA adalah sistem in-

formasi yang memanfaatkan teknologi, in-

formasi, dan komunikasi (TIK) untuk

memfasilitasi pengintegrasian kasus ke-

kerasan terhadap perempuan dan anak

bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD). (Ant/San)-f
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PEMBANGUNAN JJLS: Pengerjaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ruas

Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, terus dilakukan, Sabtu (19/2).

Hadirnya jalan utama di Selatan Pulau Jawa membuat masyarakat se-

makin optimis perekonomian bisa tumbuh lebih cepat, selain wisata sebagai

motor penggerak ekonomi berbasis masyarakat, usaha lain juga makin

bergairah.


